
Penanganan Permasalahan Hukum
No. SK : 100.3.3.5 - 928 TAHUN 2023

Persyaratan

1. 1. Surat pengantar dan/atau surat permohononan dari pemohon;

2. 2. Dokumen pendukung yang berkaitan dengan kronologis permasalahan hukum.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengajukan surat permohonan dilengkapi dengan dokumen pendukung;

2. 2. Permohonan di register dalam Buku Register Permasalahan Hukum;

3. 3. Dilaksanakan Rapat Koordinasi Permasalahan Hukum dihadiri oleh Bagian Hukum, Tim Advokasi 

dan Permasalahan Hukum, Pemohon, serta Perangkat Daerah Terkait;

4. 4. Penanganan Permasalahan Hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

5. 5. Penyusunan Laporan Penanganan Permsalahan Hukum.

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

12 bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan permasalahan hukum

Pengaduan Layanan
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Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 24 Aug 2024 pukul 23:22. Klik di sini untuk melihat halaman asli.
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1. SP4N LAPOR 

2. Email: setdanisbar@gmail.com 

3. Kotak saran dan pengaduan
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